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	Pendahuluan  

	
		
Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) adalah penentuan tanggung jawab penggunaan BMN yang ditetapkan melalui keputusan baik oleh Pengelola Barang (Kementerian Keuangan) dan/atau Pengguna Barang (K/L) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu penetapan status penggunaan ini menjadi hal yang sangat penting di dalam pengelolaan BMN, selain menjadi bagian dari pengamanan administrasi dan hukum, hal ini juga menjadi bagian dari persyaratan dari tindakan pengelolaan BMN lainnya baik pemanfaatan BMN, pemindahtanganan dan penghapusan BMN.
Dengan penetapan penggunaan barang, maka ada kepastian hak, wewenang serta tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna barang dalam melaksanakan penyelenggaraan tugas dan fungsinya. Penetapan status penggunaan mutlak harus dilaksanakan karena merupakan salah satu proses awal pengelolaan BMN bagi setiap Kementerian/Lembaga. Mengingat pentingnya peran penetapan administrasi penggunaan barang dalam pengelolaan BMN, maka materi ini sangat diperlukan bagi peserta didik Dikbangspes Perwira Pertama/PNS Gol. III Polri. 
Untuk memberikan pemahaman tersebut, dalam modul ini akan dibahas materi tentang: konsep penggunaan BMN dan tata cara penggunaan BMN.
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	Standar Kompetensi 

	
	
Mampu mengelola penggunaan BMN.
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	Kompetensi  Dasar  

	
	1. Memahami konsep penggunaan BMN.
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan penggunaan BMN.
b. Menjelaskan lingkup penggunaan BMN.
c. Menjelaskan prinsip umum penggunaan BMN.
d. Menjelaskan subjek pelaksanaan penggunaan BMN.
e. Menjelaskan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan BMN.

2. Memahami pengelolaan administrasi penggunaan BMN.
Indikator Hasil Belajar:
a. Menjelaskan administrasi penetapan status penggunaan BMN.
b. Menjelaskan administrasi penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.
c. Menjelaskan administrasi penggunaan sementara BMN.
d. Menjelaskan administrasi pengalih status penggunaan BMN.
e. Menjelaskan identifikasi  klasifikasi BMN.
f. Menjelaskan teknik pengecekan administrasi penetapan status dan penggunaan BMN.

3. Mengelola penggunaan BMN.
Indikator Hasil Belajar:
a. Identifikasi klasifikasi BMN.
b. Melakukan teknik pengecekan administrasi penetapan status penggunaan BMN.
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	Materi  Pelajaran

	
	1. Pokok Bahasan 1:
Konsep penggunaan BMN
Sub Pokok Bahasan:
a. Pengertian yang berkaitan dengan penggunaan BMN.
b. Lingkup penggunaan BMN.
c. Prinsip umum penggunaan BMN.
d. Subjek pelaksanaan penggunaan BMN.
e. Kewenangan dan tanggung jawab penggunaan BMN.
2. Pokok Bahasan 2:
Pengelolaan administrasi penggunaan BMN.
Sub Pokok Bahasan:
a. Administrasi penetapan status penggunaan BMN.
b. Administrasi penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.
c. Administrasi penggunaan sementara BMN.
d. Administrasi pengalih status penggunaan BMN.
e. Identifikasi  klasifikasi BMN.
f. Teknik pengecekan administrasi penetapan status dan penggunaan BMN.
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	Metode  Pembelajaran

	
	1. Metode Ceramah 
Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi tentang penggunaan BMN. 

2. Metode Brainstroming 
Metode ini digunakan untuk menggali pendapat/pemahaman peserta didik tentang materi penggunaan BMN.

3. Metode Tanya Jawab
Metode ini digunakan untuk memperdalam pemahaman peserta didik dan untuk mengetahui tingkat materi yang telah disampaikan.

4. Metode Praktik
Metode ini digunakan untuk melaksanakan identifikasi klasifikasi, teknik pengecekan administrasi penetapan status penggunaan BMN dan teknik pengecekan administrasi penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media dan Bahan:
a. Whiteboard.
b. Flipchart.
c. Komputer/laptop.
d. LCD dan screen.
e. Laser.
f. Pointer.
g. Video.
h. Kamera.
i. Jaringan internet.
j. Kertas flipchart.
k. Alat tulis.

2. Sumber Belajar:
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97/PMK.06/2016 Tentang penggolongan dan kode fikasi BMN.
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	Kegiatan Pembelajaran

	
	1. Tahap Awal: 10 menit
a. Pendidik melaksanakan apersepsi:
1) pendidik melaksanakan perkenalan;
2) pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran dan menyampaikan tugas-tugas yang harus dilaksanakan peserta didik selama pembelajaran;
3) pendidik menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
b. Peserta didik memperhatikan dan menyimak.
2. Tahap Inti: 330 menit
Tahap Inti 1: Penyampaian Materi Penggunaa BMN 270 menit
a. pendidik menyampaikan materi penggunaan BMN.
b. peserta menyimak, memperhatikan dan mencatat hal-hal yang dianggap penting.
c. pendidik menggali pendapat tentang materi yang telah disampaikan. 
d. peserta didik melaksanakan curah pendapat tentang materi yang disampaikan oleh pendidik.
e. pendidik memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau berkomentar.
f. peserta didik bertanya terhadap materi yang belum dipahami.
g. pendidik menjawab pertanyaan peserta didik.
Tahap Inti 2: Praktik Materi Penggunaan BMN 60 menit
a. Mengidentifikasi klasifikasi BMN.
b. Melakukan pengecekan administrasi penetapan status penggunaan BMN. 

3. Tahap Akhir: 20 menit
a. Pendidik memberikan kesimpulan materi penggunaan BMN.
b. Pendidik mengecek penguasaan materi penggunaan BMN dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik.
c. Pendidik melakukan evaluasi pembelajaran, memberikan penugasan dan menutup proses pembelajaran.

4. Tes Penguasaan Pengetahuan: 90 menit
Tes tertulis dalam bentuk objektif tes (pilihan ganda, jawaban singkat) dan subjektif tes (uraian).
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	Tagihan / Tugas

	
	1. Peserta didik mengumpulkan hasil resume dalam bentuk tulisan tangan kepada pendidik satu hari setelah pembelajaran selesai.
2. Peserta didik mengumpulkan hasil praktik pembuatan dan penyiapan administrasi penggunaan BMN. (format/dokumen)
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	Lembar  Kegiatan

	
	Peserta didik mengidentifikasi klasifikasi BMN, Melakukan pengecekan administrasi penetapan status penggunaan BMN   
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	Bahan  Bacaan

	
	
POKOK BAHASAN 1
KONSEP PENGGUNAAN BMN

1. Pengertian yang Berkaitan dengan Penggunaan BMN
a. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
b. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN. 
c. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN . 
d. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya. 
e. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah perangkat Pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
f. Lembaga adalah organisasi non Kemen terian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. 
g. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
h. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 
i. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan Kernenterian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan BMN. 
j. Daftar Barang adalah daftar yang memuat data BMN




2. Lingkup Pengguna BMN
Lingkup Pengguna BMN adalah Kementerian Keuangan sebagai Pengelola Barang dan Kementerian / Lembaga sebagai penerima BMN. 

3. Prinsip Umum Penggunaan BMN
Penggunaan BMN dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Pengguna Barang wajib menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Pengelola Barang.

4. Subjek Pelaksanaan Penggunaan BMN
Subjek pelaksanaan penggunaan BMN meliputi: 
a. Pengelola Barang. 
b. Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

5. Kewenangan dan Tanggung jawab Penggunaan BMN
a. Pengelola Barang
Pengelola Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1) menetapkan status Penggunaan BMN;
2) menetapkan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain; 
3) memberikan persetujuan sementara Penggunaan BMN 
4) menetapkan keputusan/memberikan persetujuan alih status Penggunaan BMN; 
5) melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN;

Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN meliputi: 
1) BMN berupa tanah dan/atau bangunan; 
2) BMN selain tanah dan/atau bangunan: 
a) yang memiliki bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, dan pesawat terbang;
b) yang tidak memiliki bukti kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp. l00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. 
3) BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan berupa Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), kecuali ditetapkan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
Kewenangan dan tanggung jawab secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal. 
Direktur Jenderal dapat menunjuk pejabat struktural di lingkungan Direktorat Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab.
b. Pengguna Barang
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab:
1) menetapkan status Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya; 
2) mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang, termasuk penetapan status Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
3) mengajukan permohonan persetujuan Penggunaan sementara BMN kepada Pengelola Barang; 
4) mengajukan permohonan persetujuan alih status Penggunaan BMN kepada Pengelola Barang. dan 
5) melakukan pengawasan dan pengendalian atas Penggunaan BMN yang berada dalam penguasaannya. 

Kewenangan menetapkan status Penggunaan BMN:
1) BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan. dan;
2) alat utama sistem persenjataan. 


Kewenangan dan tanggung jawab Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang secara fungsional dilaksanakan oleh pejabat struktural di lingkungan unit organisasi eselon I yang membidangi pengelolaan BMN pada Kementerian/Lembaga bersangkutan. 

Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang dapat menunjuk pejabat di lingkungan kantor pusat dan/atau pejabat di lingkungan instansi vertikal untuk melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab.
Ketentuan mengenai kewenangan dan tanggung jawab Pengguna Barang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.





POKOK BAHASAN 2
ADMINISTRASI PENGGUNAAN BMN


1. Administrasi Penetapan Status Penggunaan BMN
a. Objek Penetapan Status Penggunaan BMN
Objek penetapan status Penggunaan BMN meliputi seluruh BMN. Dikecualikan dari objek penetapan status Penggunaan BMN adalah BMN berupa: 
1) barang persediaan;
2) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
3) barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
4) barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
5) Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS). dan;
6) Aset Tetap Renovasi (ATR);
Barang persediaan, Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap Renovasi (ATR) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang penatausahaan BMN.
BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang hanya dapat diusulkan untuk dilakukan Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain, Penggunaan sementara, pengalihan status Penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan, setelah memperoleh penetapan status Penggunaan, kecuali ditetapkan lain dalam Peraturan Menteri dan Peraturan Perundang-undangan.
b. Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang
1) Permohonan
Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
Permohonan penetapan status Penggunaan BMN harus disertai dokumen sebagai berikut:
a) untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat; 
b) untuk BMN berupa bangunan: 
(1) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
(2) fotokopi dokumen perolehan. dan; 
(3) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
c) untuk BMN berupa tanah dan bangunan:
(1) fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat;
(2) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB); 
(3) fotokopi dokumen perolehan bangunan. dan
(4) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita s Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
d) untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:
(1) yang memiliki dokumen kepemilikan: 
(a) fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan. Dan;
(b) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang.
(2) yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan, yakni fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang clan dokumen lainnya.
e) untuk BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP): 
(1) fotokopi dokumen penganggaran, seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
(2) fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
(3) fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat, untuk BMN berupa tanah;
(4) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk BMN berupa bangunan; 
(5) fotokopi dokumen perolehan bangunan, untuk BMN berupa bangunan; 
(6) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita acara Serah Terima (BAST) perolehan barang. Dan;
(7) fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan sementara BMN, dalam hal BMN yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP) secara fisik sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
f) dalam hal dokumen penganggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1 tidak secara tegas menyatakan BMN direncanakan untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), maka permohonan didukung dengan:
(1) fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
(2) fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).atau;
(3) fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
Fotokopi dokumen harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.
g) dikecualikan dari ketentuan, terhadap BMN berupa tanah yang belum memiliki dokumen kepemilikan berupa sertifikat, dokumen kepemilikan tersebut diganti dengan:
(1) fotokopi dokumen kepemilikan/ penguasaan, seperti Akta Jual Beli (AJB), Girik, Letter C, Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang, dan ledger jalan;
(2) surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan unit organisasi eselon I pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa tanah tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;  
(3) surat keterangan dari Lurah/Camat setempat yang memperkuat pernyataan, jika ada. dan; 
(4) surat permohonan pendaftaran hak atas tanah dari satuan kerja pada Kementerian/Lembaga kepada Kantor Pertanahan, jika ada. 
h) dikecualikan dari ketentuan, terhadap BMN berupa bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen perolehan, dan/atau dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa bangunan tersebut digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kernenterian/Lembaga;
i) dikecualikan dari ketentuan, dalam hal dokumen kepemilikan dan/atau dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/ Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
j) dikecualikan dari ketentuan, terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/ satuan yang tidak memiliki Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang dan dokumen lainnya, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN dan digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
k) dikecualikan dari dalam hal fotokopi dokumen kepemilikan, fotokopi dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB), fotokopi perolehan bangunan, dan/atau fotokopi dokumen lainnya tidak ada, dokumen tersebut diganti dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pejabat struktural yang berwenang di lingkungan unit orgamsas1 eselon I pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP);
l) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tetap harus menyelesaikan kepemilikan BMN pengurusan dokumen yang berada dalam penguasaannya, meskipun telah terdapat penetapan status Penggunaan atas BMN bersangkutan yang persyaratannya didasarkan pada pengecualian; 
m) surat keterangan disusun sesuai format; 
n) surat Pernyataan Tanggung Jawab disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
o) dalam hal diperlukan perubahan atas format surat keterangan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab, perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jenderal.
2) Penelitian
a) pengelola barang melakukan penelitian atas permohonan penetapan status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang;
b) penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan; 
c) dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
(1) meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMN;
(2) meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada instansi terkait. dan/atau;
(3) melakukan pengecekan lapangan.
3) Penetapan
a) pengelola Barang melakukan penetapan status Penggunaan BMN dengan mendasarkan pada hasil penelitia;.
b) penetapan status Penggunaan BMN dilakukan melalui keputusan Pengelola Barang;
c) keputusan Pengelola Barang sekurang-kurangnya memuat:
(1) pertimbangan penetapan status Penggunaan;
(2) BMN yang ditetapkan statusnya;
(3) pengguna Barang;
(4) tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN. 
d) dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Pengguna Barang, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
4) Pendaftaran
Pengguna Barang melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang berdasarkan keputusan penetapan status Penggunaan.
c. Penetapan status penggunaan BMN oleh pengelola barang tanpa didahului usulan penetapan status penggunaan dari pengguna barang.
1) dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat menetapkan status penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan penetapan status Penggunaan dari Pengguna Barang. Kondisi tertentu antara lain:
a) dalam rangka melengkapi bukti kepemilikan atas BMN yang menjadi objek sengketa di Pengadilan;
b) adanya sengketa pertanahan di Badan Pertanahan Nasional;
c) penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah;
d) penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN;
e) dalam rangka optimalisasi Penggunaan BMN.
2) Penetapan status Penggunaan BMN dilakukan melalui keputusan Pengelola Barang berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pengelola Barang;
3) Keputusan Pengelola Barang sekurang-kurangnya memuat:
a) pertimbangan penetapan status Penggunaan;
b) BMN yang ditetapkan statusnya;
c) pengguna Barang;
d) tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN.

d. Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengguna Barang
1) penetapan status Penggunaan BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak memiliki bukti kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan dan BMN berupa alat utama sistem persenjataan: 
a) yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang, dilakukan oleh Pengguna Barang, dengan didahului oleh permohonan dari Kuasa Pengguna Barang;
b) yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang, dilakukan secara langsung oleh Pengguna Barang tanpa didahului dengan permohonan dari Kuasa Pengguna Barang. 
2) Penetapan status Penggunaan BMN dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
a) kuasa pengguna barang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengguna Barang, dengan melampirkan dokumen terkait perolehan barang;
b) pengguna barang melakukan penelitian atas permohonan Kuasa Pengguna Barang;
c) dalam hal berdasarkan hasil penelitian, permohonan Kuasa Pengguna Barang dapat disetujui, Pengguna Barang melakukan penetapan status Penggunaan BMN melalui keputusan pengguna barang.
3) Keputusan pengguna barang sekurang-kurangnya memuat:
a) pertimbangan penetapan status penggunaan;
b) BMN yang ditetapkan statusnya;
c) pengguna Barang;
d) tindak lanjut penetapan status Penggunaan BMN.
4) Keputusan Pengguna Barang harus dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.


2. Administrasi Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. 
a. Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada:
1) pengguna Barang; 
2) pihak lain yang mengoperasikan BMN. atau; 
3) pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN.
Pembebanan biaya pemeliharaan BMN dapat diberlakukan terhadap BMN yang dioperasikan oleh pihak lain karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
b. Pihak lain yang mengoperasikan BMN dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN tersebut kepada pihak lainnya dan/atau memindahtangankan BMN bersangkutan.
c. Dalam hal pendapatan yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional menghasilkan keuntungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan tersebut disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.
d. Pihak Lain yang dapat mengoperasikan BMN
1) pihak lain yang dapat mengoperasikan BMN adalah: 
a) Badan Usaha Milik Negara; 
b) Koperasi;
c) Pemerintah negara lain; 
d) Organisasi internasional;;
e) badan hukum lainnya.

2) organisasi internasional merupakan organisasi bilateral atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh Indonesia sebagai anggotanya;
3) penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya dilakukan untuk penyelenggaraan pelayanan umum; 
4) penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain dilakukan untuk digunakan sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara; 
5) penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan organisasi internasional bersangkutan;
6) penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional dan Pemerintah negara lain hanya dapat dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
e. Jangka Waktu
Jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain: 
1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; 
2) paling lama 99 (sembilan puluh sembilan) tahun, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain; 
3) sesuai perjanjian, untuk pengoperasian BMN oleh organisasi internasional.

f. Tata Cara
1) Permohonan
a) permohonan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat:
(1) data BMN;
(2) pihak lain yang akan mengoperasikan BMN; 
(3) jangka waktu Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;
(4) penjelasan serta pertimbangan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain; 
(5) materi yang diatur dalam perjanjian; 
(6) dalam hal pihak lain melakukan pungutan kepada masyarakat, dilampirkan perhitungan estimasi biaya operasional dan besaran pungutan.
b) permohonan harus melampirkan dokumen:
(1) fotokopi keputusan penetapan Penggunaan BMN; 
(2) fotokopi surat permintaan pengoperas1an dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang; 
(3) surat pernyataan bermeterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN yang memuat:
(a) pernyataan bahwa:
· BMN akan dioperasikan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/ Lembaga, untuk pengoperasian BMN oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya;
· BMN akan dioperasikan sebagai fasilitas umum, untuk pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain, sesuai keten tuan yang berlaku di negara setempat;
· BMN akan dioperasikan sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian Pemerintah kerja Republik sama antara Indonesia dan organisasi internasional bersangkutan, untuk pengoperasian BMN oleh organisasi internasional.
(b) kesediaan untuk menanggung seluruh biaya pemeliharaan BMN yang timbul selama jangka waktu pengoperasian BMN, kecuali BMN akan dioperasikan karena penugasan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
(c) kesediaan untuk melakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Negara atas keuntungan yang diperoleh selama jangka waktu pengoperasian BMN, jika ada;
(d) pernyataan untuk tidak mengalihkan pengoperasian dan/atau memindahtangankan BMN selama jangka waktu pengoperasian BMN. dan; 
(e) pernyataan untuk mengembalikan BMN kepada Pengguna Barang apabila Pengggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain berakhir .
c) Surat pernyataan ditandatangani oleh:
(1) pimpinan Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, atau badan hukum lainnya; 
(2) pejabat yang berwenang pada Pemerintah negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain; 
(3) pejabat yang berwenang pada organisasi internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional.
2) Penelitian
a) pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Pengguna Barang mengenai Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain. 
b) penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan.
c) dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
(1) meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh pihak lain;
(2) meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak lain yang akan mengoperasikan BMN;
(3) mencari informasi dari sumber lainnya. 
d) Dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat melakukan pengecekan lapangan dengan mempertimbangkan analisis biaya dan manfaat.
3) Penetapan
a) pengelola Barang menetapkan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dengan mendasarkan pada hasil penelitian;
b) penetapan dituangkan dalam keputusan Pengelola Barang; 
c) keputusan Pengelola Barang sekurang-kurangnya memuat: 
(1) data BMN;
(2) jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain; 
(3) pihak lain; 
(4) kewajiban pihak lain yang mengoperasikan BMN untuk:
(a) memelihara dan mengamankan BMN yang dioperasikan.  
(b) menyetorkan keuntungan ke rekening Kas Umum Negara, jika ada. 
(5) kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti dengan perjanjian. dan; 
(6) kewajiban Pengguna Barang untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, termasuk tetapi tidak terbatas pada besaran pungutan yang dilakukan oleh pihak lain dan keuntungan yang didapat oleh pihak lain; 
d) dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
4) Perpanjangan Jangka Waktu
a) perpanjangan jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan BMN tersebut berakhir;
b) ketentuan mengenai permohonan, penelitian, dan penetapan berlaku secara mutatis mutandis untuk permohonan, penelitian, dan penetapan perpanjangan jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.
5) Tanggung Jawab
a) pengguna Barang bertanggung jawab penuh atas kebenaran formil dan materiil atas permohonan Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain yang diajukan kepada Pengelola Barang dan segala sesuatu yang terkait dengan permohonan tersebut serta pelaksanaan atas Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain;
b) penetapan/persetujuan oleh Pengelola Barang bukan merupakan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen yang diajukan dalam proses permohonan yang disampaikan oleh Pengguna Barang, penunjukan pihak lain, materi perjanjian, dan pelaksanaan dari Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain.
g. Perjanjian
1) penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani oleh: 
a) pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pimpinan Badan Usaha Milik Negara/Koperasi/badan hukum lainnya, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Negara/Koperasi/badan hukum lainnya;
b) pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pejabat yang berwenang dari Pemerintah negara lain, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh Pemerintah negara lain; 
c) pengguna Barang atau pejabat struktural yang diberikan kuasa oleh Pengguna Barang dengan pejabat yang berwenang dari organisasi internasional, untuk Penggunaan BMN yang dioperasikan oleh organisasi internasional. 
2) penandatanganan perjanjian dilakukan setelah adanya keputusan Pengelola Barang;
3) perjanjian penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sekurang-kurangnya memuat:
a) data BMN yang menjadi objek; 
b) pengguna Barang;
c) pihak lain yang mengoperasikan BMN; 
d) peruntukan pengoperasian BMN;
e) jangka waktu pengoperasian BMN;
f) hak dan kewajiban Pengguna Barang dan pihak lain yang mengoperasikan BMN, termasuk kewajiban pihak lain tersebut untuk melakukan pengamanan dan pemeliharaan BMN;
g) kewajiban pihak lain untuk menyetorkan keuntungan ke rekening Kas Umum Negara;
h) pengakhiran pengoperasian BMN;
i) penyelesaian perselisihan;
j) sanksi dan denda.

h. Berakhirnya Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan Oleh Pihak Lain
1) penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain berakhir dalam hal: 
a) berakhirnya jangka waktu Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain, sebagaimana tertuang dalam perjanjian; 
b) pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Pengguna Barang;
c) ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2) pengakhiran dapat dilakukan dalam hal: 
a) pihak lain yang mengoperasikan BMN tidak memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perjanjian dan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini; 
b) terdapat kondisi yang mengakibatkan pengakhiran Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain sebagaimana dituangkan dalam perjanjian.
3) dalam melakukan pengakhiran yang didasarkan pada kondisi, terhadap pengakhiran pengoperasian BMN oleh Pemerintah negara lain atau organisasi internasional, Pengguna Barang meminta pertimbangan Pengelola Barang; 
4) pada saat Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain telah berakhir, pihak lain yang mengoperasikan BMN mengembalikan BMN tersebut kepada Pengguna Barang dengan Berita Acara Serah Terima (BAST);
5) pengguna barang menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) setelah terlebih dahulu melakukan pengecekan atas BMN yang dikembalikan guna memastikan kondisi BMN bersangkutan;
6) pengguna barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) tersebut.




3. Administrasi Penggunaan Sementara BMN
BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN. Penggunaan sementara BMN dilakukan antar Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang. Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan sementara BMN dibebankan kepada Kementerian/Lembaga yang menggunakan sementara BMN bersangkutan. Penggunaan sementara BMN dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN.
a. Jangka Waktu
1) jangka waktu Penggunaan sementara BMN: 
a) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, untuk; 
b) paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan. 
2) dalam hal Penggunaan sementara BMN dilakukan untuk jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan, maka: 
a) tidak memerlukan persetujuan dari Pengelola Barang; 
b) pembebanan biaya pemeliharaan selama jangka waktu Penggunaan sementara BMN dilakukan sesuai dengan perjanjian.
3) pada saat jangka waktu Penggunaan sementara BMN telah habis, BMN yang digunakan sementara tersebut: 
a) dikembalikan kepada Pengguna Barang. atau;
b) dialihkan status Penggunaannya kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.
4) pengalihan status Penggunaan BMN mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
b. Tata Cara
1) permohonan
a) permohonan penggunaan sementara BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
b) permohonan sekurang-kurangnya memuat: 
(1) data BMN yang akan digunakan sementara; 
(2) pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN;
(3) jangka waktu Penggunaan sementara;
(4) penjelasan serta pertimbangan Penggunaan sementara BMN. 
c) permohonan harus dilengkapi dokumen:
(1) fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN; 
(2) fotokopi surat permintaan Penggunaan sementara BMN dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN kepada Pengguna Barang.
2) Penelitian
a) pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan Penggunaan sementara BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang; 
b) penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan; 
c) dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat:
(1) meminta keterangan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan Penggunaan sementara BMN;
(2) meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara BMN.
3) Persetujuan
a) persetujuan Penggunaan sementara BMN diberikan oleh Pengelola Barang dalam bentuk surat persetujuan dengan mendasarkan pada hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34; 
b) surat persetujuan sekurang-kurangnya memuat: 
(1) data BMN yang akan digunakan sementara. 
(2) pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN; 
(3) kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN untuk memelihara dan mengamankan BMN yang digunakan sementara; 
(4) jangka waktu Penggunaan sementara;
(5) pembebanan biaya pemeliharaan. dan;
(6) kewajiban Pengguna Barang untuk menindaklanjuti persetujuan dengan membuat perjanjian. 
c) dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan Penggunaan sementara, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya;


4) Perpanjangan Jangka Waktu
a) perpanjangan jangka waktu Penggunaan sementara BMN diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Penggunaan sementara BMN berakhir;
b) permohonan, penelitian, dan persetujuan Penggunaan sementara BMN secara mutatis mutandis terhadap permohonan, penelitian, dan persetujuan perpanjangan jangka waktu Penggunaan sementara BMN.


4. Administrasi Pengalihan Status Penggunaan BMN
Administrasi Pengalihan Status Penggunaan BMN Sebagai berikut:
a. BMN dapat dialihkan status penggunaannya dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi berdasarkan persetujuan Pengelola Barang. Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan antar Pengguna Barang setelah terdapat permohonan dari Pengguna Barang lama dan disetujui oleh Pengelola Barang. Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan tanpa kompensasi dan tidak serta merta dilakukan pengadaan BMN pengganti. BMN yang dialihkan status penggunaannya dilakukan penatausahaan dan pemeliharaan oleh Pengguna Barang baru.
b. Dalam rangka optimalisasi Penggunaan BMN, Pengelola Barang dapat melakukan alih status Penggunaan BMN tanpa adanya permohonan dari Pengguna Barang dengan memberitahukan kepada Pengguna Barang
c. Alih status Penggunaan BMN ditetapkan oleh Pengelola Barang melalui keputusan alih status Penggunaan BMN yang memuat sekurang-kurangnya:
1) alih status Penggunaan BMN dari Pengguna Barang lama kepada Pengguna Barang baru; 
2) penetapan status Penggunaan BMN pada Pengguna Barang baru.
d. Alih status Penggunaan BMN didasarkan pada kajian dari Pengelola Barang
e. Tata Cara
1) Permohonan
a) permohonan pengalihan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang yang sekurang-kurangnya memuat: 
(1) data BMN yang akan dialihkan status penggunaannya, antara lain jenis, nilai perolehan, lokasi, luas, dan tahun perolehan;
(2) calon Pengguna Barang baru; 
(3) penjelasan serta pertimbangan pengalihan status Penggunaan BMN;
b) permohonan pengalihan status Penggunaan BMN harus melampirkan dokumen:
(1) fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN; 
(2) surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh calon Pengguna Barang baru yang memuat kesediaan menerima pengalihan BMN.
2) Penelitian
a) pengelola Barang melakukan penelitian atas permohonan pengalihan status Penggunaan BMN yang diajukan oleh Pengguna Barang; 
b) penelitian dilakukan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen yang dipersyaratkan;
c) dalam hal hasil penelitian belum mencukupi, Pengelola Barang dapat: 
(1) meminta keterangan atau data tambahan kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan pengalihan status Penggunaan BMN; 
(2) meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada calon Pengguna Barang baru.
3) Persetujuan
a) persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN diberikan oleh Pengelola Barang dalam bentuk surat persetujuan dengan mendasarkan pada hasil penelitian; 
b) surat persetujuan sekurang-kurangnya memuat: 
(1) data BMN yang akan dialihkan status penggunaannya;
(2) pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru; 
(3) kewajiban Pengguna Barang lama untuk melakukan serah terima BMN kepada Pengguna Barang baru yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). dan;
(4) kewajiban Pengguna Barang lama untuk melakukan penghapusan BMN dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan menerbitkan keputusan penghapusan. 
c) dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permohonan alih status Penggunaan BMN, Pengelola Barang memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Barang yang mengajukan permohonan disertai dengan alasannya.
4) Tindak Lanjut Persetujuan
Persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN yang diberikan Pengelola Barang ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut: 
a) pengguna Barang lama melakukan serah terima BMN kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), paling lama 1 (satu) bulan sejak persetujuan alih status Penggunaan BMN;
b) pengguna Barang lama melakukan penghapusan atas BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan menetapkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);
c) Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan ditetapkan;
d) pengguna Barang baru melakukan pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN berdasarkan surat persetujuan pengalihan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1), Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan keputusan penghapusan BMN sebagaimana dimaksud pada huruf b;
e) pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang baru.

5) Pengalihan Status Penggunaan BMN Oleh Pengelola Barang Tanpa Permohonan Pengguna Barang
Keputusan alih status Penggunaan BMN yang diberikan Pengelola ditindaklanjuti dengan mekanisme sebagai berikut:
a) pengguna barang lama melakukan serah terima BMN kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST), paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan alih status Penggunaan BMN ditetapkan;
b) pengguna Barang lama melakukan penghapusan atas BMN yang dialihkan status penggunaannya kepada Pengguna Barang baru dari Daftar Barang pada Pengguna Barang dengan menetapkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima (BAST);
c) Berita Acara Serah Terima (BAST) dimaksud pada keputusan penghapusan BMN dilaporkan kepada Pengelola Barang dengan tembusan kepada Pengguna Barang baru paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan ditetapkan;
d) pengguna barang baru melakukan pembukuan dalam aplikasi penatausahaan BMN berdasarkan keputusan alih status Penggunaan BMN.
6) Pengalihan Status Penggunaan BMN Dalam Rangka Pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur
a) permohonan pengalihan status Penggunaan BMN yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) diajukan oleh: 
(1) pengguna Barang; 
(2) pengguna Barang yang ditunjuk sebagai koordinator. atau; 
(3) penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) tersebut. 
b) selain menyertakan data dan dokumen harus dilengkapi pula dengan surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh Pengguna Barang yang memuat kesediaan untuk mengalihkan status Penggunaan BMN kepada calon Pengguna Barang baru dalam rangka pelaksanaan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI).
7) penelitian, persetujuan, dan tindak lanjut persetujuan atas permohonan pengalihan status Penggunaan BMN dalam rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) dilakukan dengan mengacu pula pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemanfaatan BMN dalam rangka penyediaan infrastruktur.


5. Identifikasi  Klasifikasi BMN
Identifikasi klasifikasi dalam penetapan status penggunaan BMN dilaksanakan terhadap seluruh BMN kecuali :
a. barang persediaan;
b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);
c. Barang yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dihibahkan;
d. Barang yang berasal dari dana dekonsentrasi dan dana penunjang tugas pembantuan, yang direncanakan untuk diserahkan;
e. Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS); dan
f. Aset Tetap Renovasi (ATR).

Kegiatan identifikasi klasifikasi BMN dilaksanakan sebagai berikut:
a. Klasifikasi BMN
Untuk memudahkan identifikasi, maka setiap BMN diklasifikasikan dengan cara tertentu sehingga memberikan kemudahan dalam pengelolaannya. Peraturan menteri keuangan Nomor 97/PMK.06/2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN sebagai penggatian Keputusan Menteri Keuangan Nomor 18/jmk.018/1999 tentang KLasifikasi dan Kodefikasi Barang Inventaris Milik/ kekayaan Negara membagi BMN dalam Klasifikasi Golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok.
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Golongan BMN meliputi: Barang TIdak Bergerak; hewan, ikan, dan tanaman, Barang Persediaan, Konstruksi dalam pengerjaan, Aset Tak Berwujud dan Golongan lain-lain. Dari masing-masing Golongan tersebut selanjutnya dirinci lagi kedalam klsifikasi bidang, kelompok, sub kelompok, dan sub-sub kelompok. Dengan demikian, kalsifikasi paling rinci (detail) ada dilevel sub-sub kelompok
b. Pengkodean BMN
Untuk memudahkan pencatatan dan pengendalian, BMN selain diberikan identifikasi berupa nama, juga diberikan identifikasi dalam bentuk kode. Untuk memberikan identitas, BMN diberikan nomor kode barang (ditambah nomor urut pendaftaran) dan kode lokasi (ditambah tahun perolehannya).
Skema kode identifikasi barang adalah berikut:
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Sebagai contoh, Komputer Note Book yang untuk urutan  yang ke-37 diberikan kode sebagai berikut:
3.10. 01. 02. 003. 000037
Sedangkan kode lokasi, diskemakan sebagai berikut:
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Sebagai contoh, Biro Umum Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan (kode kantor 231421) diberikan kode lokasi sebagai berikut:
015.01.0199.231421.00.KP
Pembuatan label BMN dilakukan dengan menggabungkan kode lokasi (ditambah dengan tahun perolehan) dan kode barang (ditambah dengan nomor urut pendaftaranSkema label BMN) digambarkan sebagai berikut:
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Contoh:
Pada tahun 2003 Biro Umum Sekrtariat Jenderal Departemen Keuangan (kode kantor 231421) melakukan pembelian komputer Note Book. Pada saat perolehan barang tersebut nomor pencatatan terakhir untuk Note Book yang dikuasai satuan kerja yang bersangkutan adalah 000037. Berdasarkan hal tersebut UAKPB dapat memberikan pada Note Book tersebut sbb: 
[image: ]





6. Teknik Pengecekan Administrasi Penetapan Status  Penggunaan BMN
Teknik Pengecekan Administrasi Penetapan Status  Penggunaan BMN dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut :
a. [bookmark: _Hlk68417545]Pengecekan administrasi permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
b. [bookmark: _Hlk68417606]Pengecekan Permohonan penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud harus disertai dokumen sebagai berikut:
1) untuk BMN berupa tanah, yakni fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat;
2) untuk BMN berupa bangunan:
a) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b) fotokopi dokumen perolehan
c) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
3) untuk BMN berupa tanah dan bangunan:
a) fotokopi dokumen kepemilikan tanah berupa sertipikat;
b) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
c) fotokopi dokumen perolehan bangunan; dan
d) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang;
4) untuk BMN selain tanah dan/atau bangunan:
a) yang memiliki dokumen kepemilikan:
(1) fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan; dan
(2) fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang;
b) yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dengan nilai perolehan di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit/satuan, yakni fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan dokumen lainnya.
5) untuk BMN yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP):
a) fotokopi dokumen penganggaran, seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA);
b) fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia;
c) fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat, untuk BMN berupa tanah;
d) fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), untuk BMN berupa bangunan;
e) fotokopi dokumen perolehan bangunan, untuk BMN berupa bangunan;
f) fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang; dan fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan sementara BMN, dalam hal BMN yang akan dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat secara fisik sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang;
6) dalam hal dokumen penganggaran berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tidak secara tegas menyatakan BMN direncanakan untuk dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PMPP), maka permohonan didukung dengan:
a) fotokopi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
b) fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L); atau
c) fotokopi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK);
7) fotokopi dokumen disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran fotokopi dokumen tersebut.
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	Rangkuman

	
	
1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 

2. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.

3. Subjek pelaksanaan penggunaan BMN meliputi: 
a. Pengelola barang. 
b. Pengguna barang/kuasa pengguna barang.

4. Penggunaan BMN meliputi:
a. Penetapan status penggunaan BMN.
b. Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasionalkan pihak lain.
c. Pe nggunaan sementara BMN.
d. Pengalihan status penggunaan BMN.

5. Administrasi penggunaan penetapan status BMN meliputi:
a. Objek penetapan status pengguna BMN.
b. Penetapan status pengguna BMN olehpengelola barang
c. Penetapan status penggunaan BMN oleh pengelola barang tanpa didahului usulan penetapan status penggunaan dan pengguna barang.
d. Penetapan status penggunaan BMn oleh penggunaan BMN.

6. Administrasi penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain meliputi ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan untuk dioperasikan oleh pihak lain. Penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga

7. Dalam penetapan Adminstrasi Penggunaan Sementara BMN, BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya tanpa harus mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN. Penggunaan sementara BMN dilakukan antar Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

8. Tata cara Administasi status pengalihan BMN meliputi:
a. Permohonan.
b. Penelitian.
c. Penetapan. 
d. Perpanjangan waktu.

9. Kegiatan identifikasi klasifikasi BMN meliputi:
a. Klasifikasi BMN.
b. Pengkodean BMN.

10. Teknik Pengecekan Administrasi Penetapan Status  Penggunaan BMN meliputi:
a. Pengecekan administrasi permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang .
b. Pengecekan Permohonan penetapan status Penggunaan BMN sebagaimana dimaksud harus disertai dokumen.
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	Soal Latihan

	
	
1. Jelaskan pengertian-pengertian yang berkaitan penggunaan BMN !
2. Jelaskan ruang lingkup penggunaan BMN!
3. Jelaskan prinsip umum penggunaan BMN!
4. Jelaskan subjek pelaksanaan penggunaan BMN !
5. Jelaskan kewenangan dan tanggung jawab penggunaan BMN !
6. Jelaskan penetapan status penggunaan BMN !
7. Jelaskan penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain !
8. Jelaskan penggunaan sementara BMN !
9. Jelaskan pengalih status penggunaan BMN !
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